
 
 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

 
 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 22 TAHUN 2007 

TENTANG 

PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM  

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang :  a.  bahwa pemilihan umum secara langsung oleh rakyat 
merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat 
guna menghasilkan pemerintahan negara yang 
demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. bahwa penyelenggaraan pemilihan umum secara 
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil hanya 
dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh 
penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai 
integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas; 

c. bahwa berdasarkan penyelenggaraan pemilihan umum 
sebelumnya, diperlukan penyempurnaan terhadap 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
mengatur penyelenggara pemilihan umum; 

d. bahwa penyempurnaan terhadap ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang mengatur penyelenggara 
pemilihan umum dimaksudkan untuk lebih 
meningkatkan fungsi perencanaan, pelaksanaan, 
pengawasan, dan evaluasi; 

e. bahwa diperlukan satu undang-undang yang mengatur 
penyelenggara pemilihan umum; 

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, 
dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang 
Penyelenggara Pemilihan Umum; 

 

 
Mengingat: . . . 
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Mengingat  : 1.  Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A, Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4), 
Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 E Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang 
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4277) sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4631);   

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang 
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4311); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan  

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: . . . 
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Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARA 
PEMILIHAN UMUM. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 

1.  Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, 
adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang 
diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan 
Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945.  

2.  Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota 
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3.  Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilu 
untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam 
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 

4.  Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan 
wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara 
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila 
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.  

5.  Penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga yang 
menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Presiden dan 

Wakil . . . 



 
 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

 
 - 4 - 

Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala 
daerah secara langsung oleh rakyat. 

6.  Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, 
adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat 
nasional, tetap, dan mandiri.  

7.  Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya 
disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, 
adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi dan 
kabupaten/kota.  

8.  Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut 
PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU 
Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di 
tingkat kecamatan atau nama lain.  

9.  Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, 
adalah panitia yang dibentuk oleh KPU 
Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di 
tingkat desa atau nama lain/kelurahan.  

10. Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disebut 
PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk 
menyelenggarakan Pemilu di luar negeri.  

11. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, 
selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang 
dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan 
pemungutan suara di tempat pemungutan suara.  

12. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar 
Negeri, selanjutnya disebut KPPSLN, adalah 
kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk 
menyelenggarakan pemungutan suara di tempat 
pemungutan suara luar negeri.  

13. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, 
adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara. 

14. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya 
disebut TPSLN, adalah tempat dilaksanakannya 
pemungutan suara di luar negeri.  

 

15. Badan . . . 
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15. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut 
Bawaslu, adalah badan yang bertugas mengawasi 
penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.  

16. Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia 
Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya 
disebut Panwaslu  Provinsi dan Panwaslu 
Kabupaten/Kota, adalah Panitia yang dibentuk oleh 
Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu 
di wilayah provinsi dan kabupaten/kota.  

17. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya 
disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang 
dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota untuk 
mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah 
kecamatan atau nama lain.  

18. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang 
dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk 
mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau 
nama lain/kelurahan.  

19. Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang 
dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi 
penyelenggaraan Pemilu di luar negeri. 

20. Dewan Kehormatan adalah alat kelengkapan KPU, 
KPU Provinsi, dan Bawaslu yang dibentuk untuk 
menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara 
Pemilu.  

 

BAB II 

ASAS PENYELENGGARA PEMILU 
 

Pasal 2 

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas: 

a. mandiri;  

b. jujur;  

c. adil; 

 

 
d. kepastian . . . 


